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ABSTRAK
	Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak
atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu suami atau isteri
tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Namun kenyataannya masih ada
peralihan harta bersama melalui hibah oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan pihak lainnya. Permasalahan dalam penelitian
ini adalah mengapa terjadi peralihan harta bersama oleh salah satu pihak. Bagaimana akibat hukum dari peralihan harta bersama
melalui hibah tanpa izin salah satu pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sebab terjadinya peralihan harta bersama oleh salah satu pihak dan untuk menjelaskan
akibat hukum dari peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin salah satu pihak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dan Kompilasi Hukum Islam.
	Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber bahan hukum dalam penelitian
ini diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian seperti jurnal hukum,
buku teks, artikel dan bahan tertulis lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian, peralihan harta bersama oleh salah satu pihak terjadi karena pihak lainnya tidak mengetahui adanya
peralihan harta bersama tersebut, ketika peralihan hak dilakukan tanpa disetujui oleh pasangannya. Peralihan hak berupa hibah
tersebut diberikan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak lainnya, seharusnya peralihan harta bersama dilakukan dengan
persetujuan kedua belah pihak. Akibat hukum terhadap peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin salah satu pihak adalah
batal demi hukum dan terhadap akta hibah yang dikeluarkan oleh PPAT dan surat keterangan hibah menjadi tidak mempunyai
kekuatan hukum. 
Disarankan agar masyarakat yang terikat dalam ikatan perkawinan dapat lebih memperhatikan akibat hukum dari kedudukan harta
bersama dan kewenangan bertindak terhadap harta bersama sehingga peralihan harta bersama tanpa izin salah satu pihak tidak
terjadi lagi. Disarankan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang membuat dan menerbitkan akta hibah agar lebih
memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga perbuatan hukum peralihan hak atas harta bersama
tanpa izin salah satu pihak melalui hibah dapat dihindari.
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